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Abstract 

Micro and small Enterprises (MSEs) play a pivotal role in economic growth, particularly in government procurement. This study 

delves into the impact of policy changes, notably the implementation of Perpres 12 of 2021, on MSEs participating in procurement 

activities in Riau Province. Using a blend of quantitative and qualitative methodologies, this research explores the intricate 

relationship between various factors and the success of MSBs in procurement. Findings indicate that education, experience, 

workforce size, and capital significantly influence MSEs success in government procurement. Moreover, the policy 

implementation demonstrated substantial alterations in the correlation between independent variables and MSEs success. This 

article also provides strategic recommendations to bolster MSEs participation and success in government procurement, 

emphasizing policy adaptation, regulatory oversight, technological innovation, capacity-building programs, and stakeholder 

collaboration. Continuous policy evaluation and comprehensive data collection are advocated for future research endeavors to 

foster a deeper understanding of MSEs success in procurement and its broader impact on regional economic growth. 
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1. Pendahuluan* 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengalokasikan sebagian besar belanja pemerintah untuk Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMK), terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Penilaian dari Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2021 mencatat bahwa meskipun adopsi kebijakan telah 

dilakukan, salah satunya di Provinsi Riau, upaya untuk mengoptimalkan partisipasi UMK dalam alokasi belanja 

pemerintah masih menghadapi berbagai kendala (LKPP, 2021). 

Di samping permasalahan implementasi, UMK di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti 

permasalahan modal dan distribusi (Kemnaker, 2020), serta penurunan permintaan di pasar domestik bahkan 

penutupan usaha (UI, 2020). Meskipun kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya memberikan 

solusi dalam menjaga permintaan domestik terhadap UMKM, implementasinya belum memberikan dampak 

signifikan. Fokus yang lebih tajam perlu diberikan pada peningkatan kompetensi pengusaha kecil menuju pengusaha 

menengah. Pengembangan usaha kecil masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas manajerial dan SDM 

yang masih lemah, yang pada gilirannya memengaruhi operasional usaha dengan tidak optimal (Kuncoro, 2000). 

Berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam mengikuti pengadaan publik dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, 

prosedural, dan faktor organisasional yang bergabung untuk menghambat keterlibatan serta kesempatan keberhasilan 

mereka (Loader, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Reis & Cabral (2015) di Brasil menunjukkan bahwa program 

preferensi pengadaan publik memberikan manfaat kepada UMKM dalam hal keterlibatan dan tingkat keberhasilan 

dalam kompetisi kontrak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMK dalam pengadaan 

barang dan jasa pemerintah di Provinsi Riau. Faktor internal yang digunakan yaitu tingkat pendidikan, pengalaman 

usaha, jumlah pekerja, dan modal usaha akan dianalisis terhadap keberhasilan UMK dalam memenangkan pelelangan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, akan dianalisis juga dampak dari kebijakan terbaru, Perpres Nomor 
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12 Tahun 2021, terhadap keberhasilan UMK dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi 

Riau. Diharapkan pendekatan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika 

keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya dalm lingkup Pemerintah Provinsi Riau. 

2. Kajian Literatur 

Secara umum Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan usaha manufaktur yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu 

atau organisasi komersial yang memenuhi kriteria usaha yang sesuai dengan skalanya (Tambunan, 2009). Pemerintah 

Indonesia mengklasifikasikan usaha mikro dan kecil berdasarkan modal usaha yang dimiliki, sebagaimana diatur 

dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. Kelompok usaha yang diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki modal 

usaha sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 

usaha dengan hasil penjualan per tahun maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).Sedangkan, Usaha 

Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha diantara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal 

sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha  atau hasil 

penjualan  per tahun adalah antara lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan maksimal 

sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

BPS mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja sebagai badan usaha yang mempekerjakan sebanyak 

5 sampai 19 pekerja, selanjutnya untuk usaha level menengah merupakan unit usaha yang mempekerjakan sebanyak 

20 sampai 99 pekerja (Pratomo & Soejodono, 2004). Beberapa ahli memberikan pengertian lain UMKM yaitu usaha 

yang dioperasikan oleh suatu korporasi dengan jumlah karyawan tidak lebih dari 50 orang. Usaha mikro dalam hal ini 

contohnya seperti pedagang kaki lima, pengrajin, usaha cinderamata, dan lain-lain (Sumitro, 2004). Atas perbedaan 

pengertian mengenai klasifikasi usaha menurut jumlah pekerja, maka akan lebih tepat jika menggunakan ukuran 

modal dan hasil penjualan. 

Hasil penjualan dipengaruhi oleh kualitas produk,strategi pemasaran dan kemampuan produk bersaing. Kemampuan 

produk bersaing atau daya saing usaha dipengaruhi faktor kunci yaitu kualitas SDM (Sahid, 2007). Faktor sumber 

daya manusia, tidak hanya pengalaman pekerja menyangkut metode memproduksi (termasuk produk dan aktivitas 

manufaktur), namun juga mengenai metode marketing, serta penelitian/pengembangan produk. Sedangkan 

kemampuan wirausahawan pada dasarnya adalah pemahaman tentang bisnis mengenai bisnis dan lingkungan 

eksternal. Perspektif kewirausahaan yang baik sangat penting untuk pembaruan ide, dan saat ini ide yang baru itulah 

kunci utama daya saing. 

Penerapan konsep daya saing dalam dunia bisnis, penting untuk dipahami bahwa kompetitif atau tidaknya suatu 

perusahaan jika dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibanding pesaing. Untuk mengembangkan daya 

saing perusahaan, diperlukan manajer yang dinamis, berwawasan masa depan, terbuka terhadap perubahan teknologi 

dan perlu terus berinovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Daya saing dapat dibedakan 

menjadi dua jenis daya saing yaitu daya saing internal dan daya saing eksternal (Porter., 2011). Daya saing internal 

merupakan kemampuan organisasi untuk mencapai efisiensi tertinggi dari sumber dayanya dan meningkatkan 

produktivitas faktor (terutama pekerja, modal dan tanah). Sedangkan daya saing eksternal merupakan kemampuan 

organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam konteks pasar. Untuk ini, faktor eksternal seperti inovasi, 

situasi industri, stabilitas ekonomi, dan hasil evaluasi rutin (Porter., 2011). Oleh karena itu, kemampuan unit usaha 

untuk mempertahankan daya saing mereka saat ini dan masa depan yang sebagian besar dipengaruhi oleh SDM yang 

mampu memahami situasi pasar. 

Kebijakan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis mengenai situasi pasar. Kehadiran 

pemerintah melalui kebijakan dan regulasi dalam perekonomian dapat dipahami melalui “Capture theory of 

regulation” (Strigler, 1971). Teori regulasi ekonomi menyebutkan regulasi merupakan hasil dari tindakan kelompok 

yang menyetujui dan menciptakan undang-undang dan aturan yang mendukung bisnis dan perlindungan konsumen, 

pekerja, serta lingkungan. Regulasi diarahkan pada peraturan yang melindungi entitas usaha dari persaingan atau 

melindungi pembeli dari praktik usaha yang tidak adil, pekerja dari lingkungan kerja yang berbahaya, dan lingkungan 

dari pencemaran dan kerusakan. 

Regulasi ekonomi terdiri atas regulasi struktural dan regulasi perilaku (Hertog, 1999). Regulasi struktural digunakan 

untuk mengatur struktur pasar, seperti pembatasan masuk dan keluar dari industri tertentu, atau kebijakan yang 

melarang penyediaan produk/jasa kepada individu yang tidak memenuhi syarat. Regulasi perilaku biasanya dipakai 

untuk mengatur perilaku pasar. Misalnya, kontrol harga, kebijakan pelarangan konten promosi berkualitas rendah. 
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Regulasi ekonomi terutama diimplementasikan pada pasar monopoli dan struktur pasar di mana persaingan terlalu 

sedikit maupun terlalu banyak. Regulasi seperti Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu bentuk dari conduct 

regulation yang dilakukan pemerintah untuk mengatur perilaku di dalam pasar khususnya pengadaan barang dan jasa 

pemerintah. 

Pengadaan Pemerintah merupakan kegiatan kompleks yang mencakup pengadaan dan juga termasuk keseluruhan 

kegiatan mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi dan memilih pemasok yang tepat, 

mengalokasikannya dengan efektif dan efisien, serta memastikan seluruh proses tersebut dilakukan transparan dan 

secara adil (OECD, 2018). Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021, definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah 

adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang didanai APBN atau APBD yang prosesnya diawali dengan 

mengidentifikasi kebutuhan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa memiliki tujuan untuk 

mendapatkan barang/jasa melalui proses yang efektif dan efisien, mendorong penggunaan produk dalam negeri dapat 

meningkat, keikutsertaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi mengalami peningkatan, peran pelaku usaha nasional juga 

meningkat, mendorong pemerataan ekonomi dan membuka peluang usaha, serta implementasi pengadaan 

berkelanjutan.  

Perpres 12 Tahun 2021 mengatur tentang kewajiban untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar 

menetapkan  alokasi anggaran minimal sebesar 40% dari total anggaran yang merupakan porsi belanja barang/jasa 

agar diperuntukkan bagi pembelian produk-produk yang dihasilkan usaha kecil serta koperasi dan merupakan 

keluaran produksi di dalam negeri.  Selain menetapkan alokasi anggaran pemerintah mengubah segmentasi usaha 

kecil yang sebelumnya hanya bisa mengerjakan pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 menjadi 

dapat mengerjakan pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000.000,00. 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods, yaitu melalui pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif  

(Creswell, 2014). Penggunaan metode kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan 

pengujian hubungan antar variabel yang diukur menggunakan instrumen, sehingga melalui prosedur statistik data 

jumlah dapat dilakukan analisis. Sedangkan metode penelitian kualitatif dilakukan untuk menggali dan mendapatkan 

pemahaman makna tentang konsep, masalah atau fenomena dan memahami hal tersembunyi pada fenomena yang 

terkadang sulit untuk dipahami. Tipe mix methods  yang digunakan adalah Explanatory Sequential Mixed Methods 

Design, dalam pendekatan ini peneliti mengumpulkan data kuantitatif sebagai langkah awal, menganalisis hasilnya, 

dan kemudian menggunakan hasilnya untuk merancang langkah analisa kualitatif. Hasil kuantitatif nantinya akan 

memberikan informasi tentang informan,yang akan dipilih untuk tahap kualitatif dan pertanyaan apa yang akan 

diajukan kepada informan.  

Penggunaan analisa kuantitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh faktor internal (tingkat 

pendidikan, pengalaman usaha, jumlah pekerja dan modal) dan faktor eksternal (kebijakan) terhadap kesuksesan 

UMK. Sedangkan pendekatan analisa kualitatif bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan di pemerintah 

Provinsi Riau dan implikasi kebijakan pengadaan terhadap kemampuan UMK untuk berkompetisi pada pengadaan 

barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Riau. 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh unit usaha yang mengikuti pengadaan dengan 

metode pelelangan umum dan pelelangan sederhana yang merupakan data sekunder berasal dari LPSE melalui 

aplikasi SPSE, Data SiRUP dan SiKAP yang memuat informasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Data yang 

digunakan adalah data pengadaan di tahun anggaran 2020 dan pengadaan di tahun anggaran tahun 2022 yang 

diperuntukkan untuk UMK, yaitu paket pekerjaan dengan nilai kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 

rupiah). Populasi penelitian adalah unit usaha yang mengikuti pelelangan pada periode tahun 2020 dan tahun 2022 

sebanyak 1.970 unit usaha. Pemilihan sampel pada tahap analisis kuantitatif dipilih dengan metode sensus atau 

jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.  

Pada tahap analisis kualitatif sampel dipilih menggunakan pendekatan purposive sampling.  Purposive Sampling 

adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive Sampling adalah jenis pengambilan 

sampel non-probabilistik, dimana pengambilan sampel non-probabilitas adalah metode penentuan sampel bukan 

secara acak di mana setiap unsur terpilih dari populasi sebagai sampel dapat disebabkan karena kebetulan ataupun 

sebab lain yang sebelumnya direncanakan oleh peneliti. UMK sebagai informan bisa saja tidak bersedia atau tidak 

mungkin dilakukan wawancara (Sugiyono, 2015). Sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, penelitian ini bertujuan 
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untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, oleh karena itu dalam mengumpulkan data, agar data yang diperoleh 

tidak valid (cacat), diperlukan metode pengujian. Metode validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

metode yaitu check, recheck, dan pengujian silang dari data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik validasi yang 

menggunakan sesuatu selain data, yaitu memvalidasi sebagai pembanding data. Penggunaan triangulasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data 

Jumlah sampel untuk penggunaan data yang bersifat kualitatif ditentukan dengan tercapainya tingkat kejenuhan data 

dan informasi yang diperoleh dari informan (Guest, 2006). Guest (2006) mengusulkan berdasarkan pengalamannya 

meneliti informan yang homogen bahwa kejenuhan biasanya tercapai setelah 11 informan homogen. Sampel informan 

yang memenuhi kriteria sebanyak 32 informan, sedangkan yang berhasil dilakukan wawancara sebanyak 7 unit usaha, 

4 informan dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan 4 informan dari Ahli Pengadaan dan Pengawas.  

Wawancara dilakukan melalui tatap muka sebanyak 11 informan dan 4 informan menggunakan telepon sebagai 

sarana komunikasi. 

Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap keberhasilan 

UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai variable dependen. 

Analisis regresi logistik digunakan sebagai alat untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependen, yang ditandai 

oleh sifat kategorikal pada skala nominal atau ordinal, dan variabel independen yang dapat bersifat kualitatif atau 

kuantitatif. Regresi logistik tidak memerlukan asumsi linear dalam hubungan antara variabel independen dan 

dependen, sehingga mampu menangani efek non-linear atau interaksi (Latan, 2014). Karakteristik variabel dependen 

penenelitian ini bersifat kategorikal (sukses atau tidak sukses), sehingga menggunakan regresi logistik merupakan 

pilihan yang tepat. 

Model logit untuk mengestimasi kesuksesan UMK mengadopsi dan mengkombinasikan metode dan variabel yang 

digunakan oleh Sandra  (2020), Purwidianti (2015), Suliantoro (2019), Sudiarta (2014). Penelitian ini kemudian 

menentukan faktor yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu pengalaman, pendidikan pemilik, modal, pekerja dan 

kebijakan pemerintah yang kemudian dianalisis menggunakan model logistik. Dalam konteks ini, analisis regresi 

logistik menjadi model yang sesuai untuk memprediksi kemungkinan sukses atau gagal (variabel dependen) 

berdasarkan beberapa faktor atau variabel independen seperti pengalaman, pendidikan, jumlah pekerja, dan modal. 

Model logistik direpresentasikan sebagai berikut: 

 

In (p/(1-p)) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

dimana : 

In ( p/(1-p))               = Nilai logit dari probabilitas keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa 

β1, β2, β3, β4, β0       = Koefisien Variabel 

X1                               = Tingkat/Lama Pendidikan Pemilik Usaha 

X2                              = Pengalaman Usaha 

X3                              = Jumlah Tenaga Kerja  

X4                             = Modal 

e                               = Variabel yang tidak diteliti/pengganggu/error 

 

Variabel dependen yang digunakan adalah probabilitas keberhasilan UMK memenangkan pelelangan dan 

mendapatkan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Riau. Keberhasilan mempunyai 2 

kemungkinan yaitu berhasil menang dinotasikan angka 1 dan gagal dinotasikan angka 0. Variabel bebas yang akan 

digunakan dalam  penelitian ini adalah: 

1) Tingkat Pendidikan Pemilik (X1): diukur berdasarkan jenjang pendidikan dan memiliki ijazah formal yang 

kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu pendidikan sarjana  (S1,S2, dan S3) dinotasikan angka 1 dan 

pendidikan sampai dengan SMA (tidak memiliki ijazah, SD, SMP, dan SMA) dinotasikan angka 0. 

2) Pengalaman Usaha (X2): diukur berdasarkan lamanya menekuni bisnis sesuai bidang usaha pengadaan yang 

diikuti yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu pengalaman lebih dari 3 Tahun dinotasikan 

dengan angka 1 dan pengalaman usaha kurang atau sama dengan 3 Tahun dinotasikan angka 0. Hal ini 

ditunjukkan dari historis pekerjaan yang diajukan dalam dokumen penawaran.  

3) Jumlah Tenaga Kerja (X3): Indikator Tenaga Kerja adalah jumlah pekerja yang mengurusi urusan administrasi, 

keuangan, pemasaran dan produksi sedangkan pekerja tidak tetap tidak termasuk dalam perhitungan. Jumlah 

Tenaga Kerja kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu usaha dengan jumlah pekerja lebih dari 3 orang 

dinotasikan angka 1 dan jumlah usaha dengan tenaga kerja kurang atau sama dengan 3 dinotasikan angka 0. 
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Jumlah Modal Usaha (X4): Modal usaha dibagi menjadi 2 kategori yaitu modal usaha lebih dari Rp500 Juta 

dinotasikan angka 1 sedangkan modal usaha kurang atau sama dengan Rp500 Juta Rupiah dinotasikan angka 0. Modal 

usaha yang diukur adalah modal usaha pembentukan serta uang diluar modal usaha awal pembentukan.  

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1.  Karakteristik Data 

Unit analisis penelitian terdiri dari 1.970 unit usaha yang berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya melalui metode pelelangan, selama periode tahun 2020 hingga 

2022. Mayoritas unit usaha yang terlibat dalam penelitian ini bergerak dalam sektor pengadaan pekerjaan konstruksi 

dan jasa konsultasi. Jumlah sampel unit usaha yang dianalisis lebih banyak pada tahun 2022, yang  disebabkan oleh 

peningkatan dalam paket pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun 

tersebut. Peningkatan ini tercermin dalam berbagai jenis pengadaan, seperti pekerjaan konstruksi yang mengalami 

kenaikan sebesar 282%, jasa lainnya sebesar 9,5%, jasa konsultasi sebesar 41%, dan pengadaan barang dengan 

peningkatan sebesar 32%. Karakteristik sampel berdasarkan jenis pengadaan diuraikan secara ringkas pada tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik Sampel berdasarkan Jenis Pengadaan 

Jenis Pengadaan 

Jumlah Paket Pekerjaan Jumlah Pelaku Usaha 

2020 2022 
Total 

2020 2022   
Total 

Paket % Paket % Unit % Unit % 

Pengadaan Barang 50 20 66 13 116 137 20 172 14 309 

Pekerjaan Konstruksi 68 27 260 52 328 191 27 642 50 833 

Jasa Konsultansi 92 37 130 26 222 256 37 338 27 594 

Jasa Lainnya 42 17 46 9 88 113 16 121 10 234 

Total 252 100 502 100 754 697 100 1.273 100 1.970 

Sumber: LPSE Provinsi Riau, Aplikasi SIBAJAS dan AMEL (diolah) 

UMK yang berpartisipasi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2020 

memiliki karakteristik disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Pelaku Usaha 

Variabel Kategori 

2020 2022 

Sukses Gagal Total 
% 

Sukses 

% 

Gagal 
Sukses Gagal Total 

% 

Sukses 

% 

Gagal 

Pendidikan 

Pemilik 

Sarjana 117 165 282 41,49 58,51 213 336 549 38,80 61,20 

s.d SMA 154 261 415 37,11 62,89 289 435 724 39,92 60,08 

Jumlah 271 426 697     502 771 1273     

 Pengalaman 

Usaha 

≤3 tahun 2 423 425 0,47 99,53 19 600 619 3,07 96,93 

>3 

Tahun 
269 3 272 98,90 1,10 483 171 654 73,85 26,15 

Jumlah 271 426 697     502 771 1273     

Jumlah 

Pekerja 

≤3  6 338 344 1,74 98,26 43 695 738 5,83 94,17 

>3 265 88 353 75,07 24,93 459 76 535 85,79 14,21 

Jumlah 271 426 697     502 771 1273     

Modal 

≤500Juta 151 341 492 30,69 69,31 104 661 765 13,59 86,41 

>500juta 120 85 205 58,54 41,46 398 110 508 78,35 21,65 

Jumlah 271 426 697     502 771 1273     

 
Sumber: Database SIBAJAS dan AMEL (LPSE Provinsi Riau), Aplikasi SiKAP dan SiRUP (LKPP) dan berbagai sumber (diolah) 

Tabel 2 menunjukkan karakteristik UMK l pada tahun 2020 dan 2022 berdasarkan kategori pendidikan pemilik usaha, 

pengalaman usaha, jumlah pekerja, dan modal usaha terkait dengan tingkat keberhasilan dalam pengadaan barang dan 

jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada tahun 2020, dari total 697 unit usaha, mayoritas dimiliki oleh 

pemilik usaha dengan pendidikan hingga tingkat sarjana, sedangkan pada tahun 2022, jumlah pemilik usaha dengan 
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pendidikan hingga tingkat sarjana meningkat. Meskipun demikian, persentase keberhasilan lebih tinggi pada pemilik 

usaha dengan pendidikan menengah ke bawah pada tahun 2022. Pengalaman usaha lebih dari 3 tahun menunjukkan 

persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada usaha dengan pengalaman kurang dari 3 tahun, yang juga berlaku 

untuk tahun 2020 dan 2022. Selain itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah unit usaha dengan pengalaman 

lebih dari 3 tahun dan penurunan signifikan pada jumlah unit usaha dengan pengalaman kurang dari 3 tahun. Jumlah 

pekerja lebih dari 3 orang dan modal usaha di atas 500 juta rupiah menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih 

tinggi dalam pengadaan barang dan jasa, baik pada tahun 2020 maupun 2022. Namun, terdapat peningkatan dalam 

persentase keberhasilan pada kategori jumlah pekerja dan modal usaha yang lebih rendah pada tahun 2022 

dibandingkan dengan tahun 2020.. 

4.2. Hasil Estimasi 

Model regresi logistik yang digunakan pada penelitian ini yaitu model keberhasilan UMK pada Pengadaan Barang 

dan Jasa di Provinsi Riau. Dimana model tersebut diharapkan mampu menentukan pengaruh kebijakan pengadaan 

barang dan jasa dalam hal ini Perpres 12 Tahun 2021 dan faktor-faktor yang berkontribusi signifkan terhadap  

keberhasilan UMK pada Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau. Pengujian pada model ini menggunakan 

tahapan pengujian signifikansi model secara keseluruhan (overall fit test) kemudian dilanjutkan dengan pengujian 

parameter regresi secara parsial (partial test). 

Pada tahapan pengolahan data model diujikan dan diterapkan secara bertahap. Pertama menggunakan data sampel 

hanya terhadap unit sampel pada tahun 2020 sebagai model 1 secara terpisah dengan data sampel untuk peserta di 

tahun 2022 sebagai model 2. Tabel 3 menyajikan hasil pengujian model secara keseluruhan. 

Tabel 3. Hasil Overall Fit test Model Kesuksesan UMK dalam PBJ di Provinsi Riau 

Output Sebelum Kebijakan 

(Tahun 2020) 

Setelah Kebijakan 

(Tahun 2022) 

Number of obs 697 1.273 

LR chi2(5) 91,18 108,15 

Prob > chi2 0,000 0.000 

Pseudo R2 0,098 0,063 

Log likelihood -420,152 -799,667 

Keputusan Tolak H0 Tolak H0 
Sumber: LPSE Provinsi Riau, Database PANTAU BAJAS 2023 dan berbagai sumber (diolah) 

Hasil ini menunjukkan bahwa model 1 Tahun 2020 dan model 2 Tahun 2022 secara keseluruhan signifikan, dengan p-

value (Prob > chi2) sebesar 0.0000.  Dengan menggunakan taraf 0,05 diperoleh hasil uji yang lebih kecil, sehingga 

memberikan keputusan untuk menolak Ho. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen terdapat variabel independen yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian model regresi logistik kesuksesan UMK dalam Pengadaan 

Barang dan Jasa ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

Uji signifikasi tiap-tiap parameter dilakukan dengan uji Wald, yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dalam model regresi logistik dengan hasil disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Partial Test Kesuksesan UMK dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau) Tahun 2020 

(sebelum kebijakan) 

Sukses 

Sebelum penerapan kebijakan  

(Tahun 2020) 

Setelah penerapan kebijakan  

(Tahun 2022) 

Coef. z P>z Coef. z P>z 

Pendidikan 0,3 1,77 0,076** -0,28 -2,2 0,030*  

Pengalaman 0,203 0,22 0,832 2,127 8,09 0,000*  

Pekerja 2,027 4,6 0,000* -0,44 -1,9 0,062** 

Modal 0,882 4,97 0,000* 0,361 2,28 0,023* 

_cons -293,34 -2,81 0,005* -1,87 -6,7 0,000*  

* signifikan pada conf. 95% 
** signifikan pada conf. 90% 

Sumber: LPSE Provinsi Riau, Database PANTAU BAJAS 2023 dan berbagai sumber (diolah) 
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4.3. Interpretasi Hasil 

Hasil analisis dari tabel 4.5 menunjukkan beberapa temuan terkait dengan pengaruh variabel pendidikan, pengalaman, 

jumlah pekerja, dan modal terhadap peluang kesuksesan dalam pengadaan barang dan jasa sebelum dan setelah 

penerapan kebijakan. Pertama, variabel pendidikan sebelum kebijakan tidak signifikan berpengaruh terhadap peluang 

sukses, tetapi setelah kebijakan diterapkan, terlihat pengaruh negatif yang signifikan dengan nilai koefisien -0,275 

(p=0,030). Kedua, variabel pengalaman sebelum kebijakan tidak signifikan berpengaruh, namun setelah kebijakan, 

terdapat pengaruh positif yang signifikan dengan koefisien 2,127 (p=0,000). Ketiga, variabel jumlah pekerja sebelum 

kebijakan memiliki pengaruh positif yang signifikan, tetapi setelah kebijakan tidak menunjukkan pengaruh yang 

signifikan. Keempat, variabel modal sebelum dan setelah kebijakan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, 

meskipun ada perbedaan nilai koefisien dan signifikansi setelah kebijakan diterapkan. Temuan ini menyoroti 

perubahan dalam pengaruh variabel-variabel tersebut sebagai respons terhadap penerapan kebijakan baru. 

Berdasarkan hasil uji Wald pada kedua model dalam tingkat kepercayaan 95 persen, setelah penerapan kebijakan 

terdapat perubahan dalam koefisien dan signifikansi statistik untuk variabel Pendidikan, Pengalaman, Pekerja, dan 

Modal dibandingkan sebelum penerapan kebijakan. Variabel pendidikan dan pekerja setelah penerapan kebijakan, 

terdapat perbedaan dalam pengaruh variabel independen terhadap peluang sukses antara Model 1 sebelum penerapan 

kebijakan dan Model 2 setelah penerapan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dua model ini memiliki estimasi 

koefisien yang berbeda, yang mengindikasikan perbedaan dalam cara variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. Hasil estimasi ditunjukkan oleh persamaan berikut: 

Hasil estimasi regresi logistik  sebelum penerapan kebijakan (tahun 2020): 

In ( p/(1-p)) = -293,343 +0,3X1 + 0,203X2 + 2,207X3 + 0,882X4 

Hasil estimasi regresi logistik setelah penerapan kebijakan (tahun 2022) 

In ( p/(1-p)) = -1,870 -0,126X1 + 2,127X2 – 0,442X3 + 0,361X4 

dimana : 

In ( p/(1-p)) = Nilai logit dari probabilitas keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa 

X1                = Tingkat/Lama Pendidikan Pemilik Usaha 

X2                = Pengalaman Usaha 

X3                = Jumlah Tenaga Kerja  

X4                = Modal 

Analisis tehadap signifikasi model secara keseluruhan dan pengujian model secara parsial pada pengaruh variabel 

terhadap kesuksesan UMK dapat dirangkum dalam tabel 5. 

Tabel 5. Perbandingan Koefisien dan Odd Ratio Model 1 (tahun 2020) dan Model 2 (Tahun 2022) Kesuksesan UMK 

dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau 

Variabel Sebelum penerapan kebijakan (Tahun 2020) 

Setelah penerapan kebijakan (Tahun 

2022) 

 Koefisien Odd Ratio  Koefisien Odd Ratio 

Pendidikan 0,300 1,350 -0,275 0,760 

Pengalaman 0,203 1,225 2,127 8,387 

Pekerja 2,027 7,587 -0,442 0,644 

Modal 0,882 2,414 0,361 1,434 
Sumber: LPSE Provinsi Riau, Database PANTAU BAJAS 2023 dan berbagai sumber (diolah) 

Tabel 5 mengungkapkan bahwa sebelum penerapan kebijakan (data tahun 2020), pendidikan memiliki pengaruh 

positif pada peluang sukses, sedangkan setelah penerapan kebijakan (data tahun 2022), pendidikan memiliki pengaruh 

negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan pada tahun 2021 telah mengubah hubungan antara 

pendidikan dan peluang sukses. Setelah diterapkannya kebijakan yaitu pada model 2 variabel pendidikan tidak lagi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan usaha mikro (p-value > 0.05) atau dapat dimaknai  setelah 

adanya penerapan kebijakan variabel pendididkan tidak lagi memiliki pengaruh yang jelas terhadap seberapa sukses 
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usaha mikro tersebut. Sehingga memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau lebih rendah tidak secara 

signifikan mempengaruhi seberapa baik usaha mikro itu berjalan. Meskipun tingkat pendidikan juga penting, namun 

dalam kasus ini, itu tidak sepenuhnya mempengaruhi mampu atau tidak suatu usaha menjadi penyedia barang dan jasa 

di pemerintah. Dari sudut pandang unit usaha dengan pendidikan pemilik sampai dengan SMA, penerapan kebijakan 

memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan. 

Pada variabel pengalaman sebelum penerapan kebijakan (tahun 2020) dan setelah penerapan kebijakan (data tahun 

2022), pengalaman memiliki pengaruh signifikan pada peluang sukses. Peningkatan nilai odd ratio setelah penerapan 

kebijakan menunjukkan pentingnya memiliki pengalaman yang memadai dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan 

dengan diterapkannya kebijakan faktor pengalaman menjadi lebih penting lagi.  

Hasil berbeda ditunjukkan pada variabel jumlah pekerja dimana sebelum penerapan kebijakan jumlah pekerja 

memiliki pengaruh positif yang signifikan pada peluang sukses, sedangkan setelah penerapan kebijakan, pengaruhnya 

menjadi negatif. Hal ini mungkin juga terkait dengan efek kebijakan yang berdampak pada hubungan antara jumlah 

pekerja dan peluang sukses. Artinya, setelah penerapan kebijakan variabel jumlah pekerja tidak sepenuhnya mampu 

mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu usaha sebagai penyedia di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari 

sudut pandang unit usaha dengan jumlah pekerja ≤ 3, penerapan kebijakan memberikan kesempatan yang lebih baik 

dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan. 

Variabel modal usaha pada kedua model memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peluang sukses, tetapi 

besarnya pengaruh tampaknya lebih rendah dalam setelah penerapan kebijakan terlihat dari penurunan nilai odd ratio. 

Ini mungkin mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan mengurangi dampak modal pada peluang sukses. 

Dari sudut pandang unit usaha dengan modal ≤Rp500 Juta, penerapan kebijakan memberikan kesempatan yang lebih 

baik dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan. 

Penerapan kebijakan pada tahun 2021 telah mengubah kondisi awal atau baseline dari peluang sukses. Ini bisa 

disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan bisnis, peraturan, atau faktor-faktor lain yang dipengaruhi oleh 

kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan dapat mengindikasikan perubahan dalam dasar bisnis atau karakteristik 

industri antara tahun 2020 dan tahun 2022 seperti perubahan dalam tingkat risiko bisnis atau dalam dinamika industri. 

Selain kebijakan, perubahan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Ini bisa 

mencakup perubahan pasar, perubahan persaingan, atau faktor eksternal lainnya. 

Kesimpulannya, bahwa pengalaman dan modal, adalah faktor-faktor penting yang dapat membantu meningkatkan 

kesuksesan usaha mikro. Sedangkan kebijakan yang diterapkan yang diperlihatkan pada perbandingan antara Model 1 

(data tahun 2020) dan Model 2 (data tahun 2022) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pada tahun 2021 memiliki 

dampak pada hubungan antara variabel independen dan peluang sukses.  

Hubungan antara variable pengalaman dan modal terhadap kesuksesan UMK mendukung temuan dari penelitian 

terdahulu oleh Sandra  (2020), Purwidianti (2015), Suliantoro (2019), Sudiarta (2014). Perbedaan simpulan dengan 

penelitian terdahulu terdapat pada hubungan antar variabel dapat berubah secara drastis, seperti variabel pendidikan 

dan pekerja yang berubah pengaruhnya diakibatkan penerapan kebijakan. Penjelasan atas perbedaan dengan penelitian 

terdahulu yaitu penerapan kebijakan mampu memberikan peluang yang lebih baik untuk usaha UMK yang dimiliki 

oleh kelompok pemilik dengan pendidikan sampai dengan SMA dan kelompok usaha yang memiliki pekerja ≤3 

orang. 

Hasil wawancara, observasi dan penelaahan dokumen mengungkapkan temuan sebagai berikut: 

1) Kebijakan Perpres 12 Tahun 2021 telah diimplementasikan di Pemerintah Provinsi Riau dengan melakukan 

pemaketan pekerjaan diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil dengan metode pengadaan langsung, 

penunjukan langsung dan pelelangan. Penerapan kebijakan tersebut meningkatkan jumlah paket pekerjaan dan 

nilai anggaran yang diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil.  

2) Respon UMK atas penerapan kebijakan yang direalisasikan dengan paket pekerjaan dan nilai anggaran yang 

lebih besar meningkatkan minat UMK berpartisipasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi 

Riau. 

3) Pendidikan pemilik usaha tidak lagi menjadi faktor penting yang mempengaruhi setelah diterapkannya kebijakan 

karena kesempatan usaha kecil yang dominasi pemilik dengan tingkat pendidikannya sampai dengan SMA 

mendapat kesempatan yang lebih baik dibanding sebelum penerapan kebijakan. 
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4) Pengalaman usaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil dan setelah penerapan kebijakan 

peran pengalaman usaha tetap menjadi faktor yang berpengaruh.  Pengalaman usaha mempengaruhi banyak hal 

seperti bagaimana pemilik yang berpengalaman dan usaha yang sudah berjalan memiliki keuntungan pada 

pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kematangan dalam hal manajemen perusahaan. 

5) Jumlah pekerja berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil. Penerapan kebijakan berdampak 

kepada kelompok unit usaha dengan jumlah pekerja yang relatif kecil mendapatkan kesempatan yang lebih baik 

dibandingkan sebelumnya. 

6) Modal usaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil. Penerapan kebijakan berdampak pada 

kelompok usaha dengan modal usaha kecil kesempatan yang lebih baik setelah diterapkannya kebijakan tanpa 

menurunkan kesempatan usaha dengan modal yang lebih besar.  

7) Temuan berdasarkan hasil pengumpulan data kualitatif sesuai dan mendukung hasil analisa kuantitatif.  

4.4. Pembahasan 

Penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan usaha mikro dan kecil 

(UMK) sebelum dan setelah penerapan kebijakan Perpres 12 Tahun 2021. Analisis data menunjukkan bahwa sebelum 

penerapan kebijakan, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman usaha, jumlah pekerja, dan modal usaha 

memiliki korelasi yang signifikan dengan kesuksesan usaha mikro dan kecil. Namun, setelah penerapan kebijakan, 

terjadi perubahan yang substansial dalam dinamika hubungan antara variabel-variabel tersebut. 

Interpretasi data menunjukkan bahwa sebelum penerapan kebijakan, pendidikan tinggi memiliki dampak positif 

terhadap kesuksesan usaha mikro dan kecil. Namun, setelah penerapan kebijakan, hubungan tersebut menjadi negatif, 

menunjukkan adanya perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha. Pengalaman usaha yang 

lebih dari 3 tahun tetap menjadi faktor yang signifikan dalam kedua konteks, menunjukkan pentingnya pemahaman 

yang mendalam tentang pasar dan manajemen bisnis dalam mencapai kesuksesan usaha. 

Jumlah pekerja juga memiliki peran yang berubah setelah penerapan kebijakan. Sebelumnya, jumlah pekerja yang 

lebih dari 3 berhubungan dengan kesuksesan yang lebih tinggi, tetapi setelah penerapan kebijakan, hubungannya 

menjadi negatif. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya perubahan dalam persyaratan atau preferensi dalam 

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mempengaruhi dinamika hubungan antara variabel-variabel 

tersebut. Meskipun demikian, modal usaha tetap menjadi faktor yang signifikan dalam kedua konteks. Namun, 

dampaknya mungkin berkurang setelah penerapan kebijakan, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mungkin 

memberikan keuntungan tambahan bagi usaha dengan modal yang lebih kecil. 

Hubungan antara variabel pengalaman dan modal terhadap kesuksesan UMK mendukung temuan dari penelitian 

terdahulu oleh oleh Sandra & Purwanto (2020), Purwidianti (2015), Suliantoro (2019),Sudiarta (2014). Perbedaan 

simpulan dengan penelitian terdahulu terdapat pada hubungan antar variabel dapat berubah secara drastis, seperti 

variabel pendidikan dan pekerja yang berubah pengaruhnya diakibatkan penerapan kebijakan. Penjelasan atas 

perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penerapan kebijakan mampu memberikan peluang yang lebih baik untuk 

usaha UMK yang dimiliki oleh kelompok pemilik dengan pendidikan sampai dengan SMA dan kelompok usaha yang 

memiliki pekerja ≤3 orang.  Perbedaan hasil juga sangat mungkin terjadi karena penggunaan metodologi yang 

berbeda. Metode kuantitatif cenderung mengukur hubungan antar variabel secara statistik, sementara metode kualitatif 

sebagaimana yang dilakukan berfokus pada pemahaman mendalam dari perspektif UMK.  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Berkenaan dengan metode penelitian, 

penelitian ini menggunakan data yang relatif terbatas terkait cakupan variabel. Hal ini berhubungan dengan 

keterbatasan ketersediaan data, yaitu analisis yang belum melibatkan aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaku 

usaha mikro dan kecil untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pemahaman perilaku tersebut jika 

dilakukan penilaian parsial pada sektor usaha masing-masing. Keterbatasan data juga disebabkan oleh jarak waktu 

penelitian ini dengan dimulainya penerapan kebijakan hanya 1 tahun, sedangkan implementasi suatu kebijakan 

memerlukan waktu yang berbeda dan dampak yang muncul akan lebih terlihat dalam periode waktu tertentu.   

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya adaptasi terhadap perubahan regulasi dan 

kebijakan pemerintah dalam dunia bisnis. Pemilik usaha mikro dan kecil harus mampu beradaptasi dengan cepat 

terhadap perubahan pasar dan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuksesan usaha mereka. Oleh 

karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya strategi bisnis yang lebih fleksibel dan responsif, serta investasi dalam 

pengembangan pengalaman dan modal usaha. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perubahan dalam 
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lingkungan bisnis dan faktor-faktor yang memengaruhinya, pemilik usaha dapat mengambil langkah-langkah yang 

tepat untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka dalam jangka panjang. 

Upaya meningkatkan partisipasi dan keberhasilan usaha mikro dan kecil dalam pengadaan pemerintah di Provinsi 

Riau yang dapat dilakukan antara lain: 

1) Pemerintah Provinsi Riau hendaknya terus mendorong partisipasi UMK dengan tetap menjaga kesempatan 

berkompetisi yang adil untuk setiap unit usaha. 

2) Pemerintah Provinsi Riau dan pembuat kebijakan pengadaan barang dan jasa perlu melakukan evaluasi terhadap 

aturan penggolongan usaha dan melakukan pemantauan terhadap penerapannya untuk menjamin persaingan 

wajar dan adil. 

3) Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan pembinaan yang berfokus pada penguatan modal pelaku usaha.  

4) Pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang sudah diterapkan maupun 

yang akan diterapkan kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil. 

Pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai mekanisme e-katalog khususnya 

untuk usaha kecil dan mikro lokal.  

5. Kesimpulan 

Penelitian ini telah mengungkapkan temuan terkait dengan hubungan antara berbagai faktor dengan kesuksesan 

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau. Analisis data pada dua model, 

Model 1 (sebelum penerapan kebijakan pada tahun 2020) dan Model 2 (tahun 2022) setelah penerapan Kebijakan 

Perpres 12 Tahun 2021, serta hasil analisa kualitatif memberikan pemahaman tentang dampak kebijakan ini. Berikut 

adalah beberapa kesimpulan utama: 

1) Faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi 

Riau adalah pendidikan pemilik, pengalaman usaha, jumlah pekerja dan modal usaha.  Penerapan Kebijakan 

memiliki dampak yang signifikan pada hubungan antara variabel independen dan kesuksesan UMK. Beberapa 

faktor mengalami perubahan yang drastis dalam pengaruhnya, seperti pendidikan dan jumlah pekerja. 

2) Kebijakan Perpres 12 Tahun 2021 di Provinsi Riau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun demikian 

terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan yaitu adaptasi aturan dan regulasi, pengawasan penerapan kebijakan, 

inovasi dalam e-katalog, pelatihan dan pengembangan UMK, pemantauan dan evaluasi, kerjasama dengan 

stakeholder (asosiasi pelaku usaha, lembaga finansial, dan lembaga pendukung UMK), penyediaan bantuan 

keuangan untuk membantu UMK memenuhi persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa. 

3) Berkenaan dengan metode penelitian, penelitian ini menggunakan data yang relatif terbatas terkait cakupan 

variabel.  Hal ini berhubungan dengan keterbatasan ketersediaan data yaitu analisis yang belum melibatkan aspek 

yang mempengaruhi keberhasilan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa 

pemerintah serta pemahaman perilaku tersebut jika dilakukan penilaian parsial pada sektor usaha masing-masing. 

Selain itu penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal rentang waktu pengumpulan data adalah 1 tahun setelah 

kebijakan diterapkan pada tahun 2021. Implikasi kebijakan akan lebih baik jika dapat diukur dalam jangka waktu 

yang lebih panjang. Dengan demikian untuk penelitian lebih lanjut, hasil estimasi mungkin akan lebih baik jika 

menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi keberhasilan UMK dalam pengadaan pemerintah 

seperti faktor sektor usaha, perilaku dan respon pelaku usaha mikro dan kecil terhadap kebijakan, dan kondisi 

sosial ekonomi di lokasi dan waktu penelitian dilakukan sehingga diharapkan dapat menangkap lebih jauh faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan serta rentang waktu pengumpulan yang lebih banyak. 

Pemerintah Provinsi Riau dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan partisipasi dan kesuksesan UMK 

dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengoptimalkan dampak positif kebijakan terhadap UMK dan meningkatkan 

kontribusi mereka dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan partisipasi dan kesuksesan UMK dalam 

pengadaan barang dan jasa tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha tersebut, tetapi juga akan 

mendorong perkembangan ekonomi Provinsi Riau secara keseluruhan.  
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